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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG HUKUM WARIS DAN SENGKETA AHLI 

WARIS  

A. Tinjauan Hukum Waris 

1. Pengertian Hukum Waris  

Hukum waris sering dikenal dengan istilah fara>id. Hal ini karena dalam 

Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan 

dalam al-Quran. Hukum waris dalam Islam mendapat perhatian besar, karena 

pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak 

menguntungkan.1 

Secara etimologis, fara>id diambil dari kata fard yang berarti taqdir 

“ketentuan”. Dalam terminologi bahwa kata fard adalah bagian yang telah 

ditentukan bagi ahli waris.2 

Sedangkan hukum waris menurut fiqh maw>aris adalah fiqih yang 

berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar 

sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang 

wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak 

menerimanya.3
 

                                                 
1 Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, (PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,1995),355.  
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006),479.  
3Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Gema Insani Press, Jakarta, 

1995), 33. 
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Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang 

lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-mi>rats.4
 
Sedangkan 

makna Al-mi>~ra>ts menurut istilah yang dikenal para ulama ialah 

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup.
 

Waris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal 

dalam hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang 

lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga5.
 
Dalam redaksi yang 

lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum 

yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian 

penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan 

dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal 

apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang 

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain 

yang masih hidup.6 

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan 

hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang 

berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Fara>id, artinya menurut 

hukum Islam ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.7 

                                                 
4Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Gema Insani Press, Jakarta, 

1995), 33. 
5 R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya Airlangga University Press), 

3.   
6 Ahmad Rofiq , Hukum Islam di Indonesia, 355. 
7 Moh Rifai, Ilmu Fiqih Islam, (CV Toha Putra, Semarang,1978), 513.  
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Waris adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang 

meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta 

yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan 

tersebut, bagian masing- masing ahli waris, maupun cara penyelesaian 

pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan 

kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang 

mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan hukum fara>id.8 

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu 

yang dengannya dapat di yakini siapa yang menerima pusaka, siapa yang 

tidak menerima pusaka, serta beragam kadar yang diterima tiap-tiap ahli 

waris dan bagaimana cara pembagianya. Definisi tersebut menekankan dari 

segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang 

diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan 

kepada ahli waris.9 

Hukum kewarisan Islam (fara>id) adalah hukum yang mengatur 

peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang 

masih hidup. Dalam kitab al-Mawa>ris fi al-Sya>ri’ah al-Isla>miyah karangan 

Muhammad Ali Ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang 

meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup 

tanah dan hak-hak lain yang sah.10 

                                                 
8 Ibid., 2. 
9 Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Bandung: Citra 

Adityabakti, 1999), 1. 
10 Muhammad Ali Ash-Sahabuni, al-Mawa>ris Fial-Syar>i’ah Al-Is>lamiyah, (Da>r al-Kutub al-

Isla>miyah, 2005),  41.   
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Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya 

dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. 

Angka pasti itu dinyatakan dalam al-Quran. Bagian angka tersebut biasa 

dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan faridah dengan bentuk jama’ fara>id. 

Sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan 

fara>id.
 11

 

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara 

kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan 

masyarakat. Dalam ilmu fara>id selain memberi warisan kepada pihak suami 

atau isteri, kedua suami isteri itu juga memberi warisan kepada 

keturunannya baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis 

ke samping, baik laki-laki atau perempuan.12 

Dengan demikian, maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. 

Karena sifatnya yang individu adalah bukti nyata pengakuan waris Islam 

terhadap hak seseorang terhadap kepemilikian harta warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini merupakan semangat dari hak asasi bagi 

manusia. Namun demikian, masih banyak tuduhan dan pertentangan bahwa 

waris Islam tidak adil dan mendiskriminasi kaum perempuan. Oleh karena 

itu, skripsi ini akan membahas secara khusus tentang relenvansi antara waris 

dengan hak asasi manusia, tidak pernah membedakan apalagi 

                                                 
11 Mahalliy, Syarhu Mihaj Al-Thalibin, Jilid III, (Dar Ihya’ Al-Kutub Al Arabiy, Cairo, t.t), 134-

135. 
12 Ibid,.136. 
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mendiskriminasi perempuan, tetapi sebaliknya waris Islam memberikan rasa 

keadilan kepada semua ahli waris di bawah naungan Allah SWT. 

2. Dasar Hukum waris  

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang 

sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan 

pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah 

meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun. 

ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam 

yaitu, "Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia 

dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para 

ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi 

dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran 

lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Kitab suci al-Quran 

telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan 

keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli 

waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Quran 

menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut fu~ru>dul-

muqa<ddara>h (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-

orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut 

bersumber pada al- Quran dan Hadits, sebagai berikut. 
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a. Ayat-ayat Al-Quran  

1) QS. An-Nisa’ (4): 7 

                   

                     

 
Artinya:  “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak 
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 
telah ditetapkan. (QS. An-Nisa’ ayat 7)13 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, bukan hanya 

laki-laki yang memiliki hak waris, akan tetapi perempuan juga 

mempunyai hak waris dan agama juga pelindung hak-hak perempuan. 

Selain itu, yang lebih utama dalam kewarisan Islam adalah pembagian 

waris yang adil, bukan pada jumlahnya.14 

2) QS. An-Nisa’ (4): 11 

                       

                         

                       

                    

                                                 
13 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 115. 
14 Allamah Kamal,  Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur'an (Jakarta: al-Huda, 2004), 489 
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Artinya:  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan,15 dan jika 
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo 
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 
tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana." (QS, aN-Nisa’  Ayat 11)16 

 
3)  QS. An-Nisa’ (4): 12 

                     

                   

                   

                  

                        

                                                 
15 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari 

perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat an nisaa 
ayat 34). 

16 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Quran : 
Jakarta, 1940), 116. 
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Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 
atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh 
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para 
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati 
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), Maka bagi masing masing dari 
kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 
memberi mudharat (kepada ahli waris).17 (Allah menetapkan 
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun 
(QS, aN-Nisa’  Ayat 12)18 

 

Ayat 11 dan 12 merupakan penjelasan waris secara rinci. Allah 

menjelaskan hukum-hukum waris dan bagian-bagiannya untuk 

membatalkan hukum waris yang biasa dilakukan oleh orang-orang arab 

                                                 
17 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari 

sepertiga harta pusaka. B. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun 
kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. 

18 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Quran : 
Jakarta, 1940), 117. 
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pada masa Jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapatkan 

bagian waris dan membolehkan orang-orang yang diharamkan dalam 

Islam.19 

4) QS. An-Nisa' (4): 176 

                   

                             

                          

                            

  

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).20 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka 
bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta 
yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak 
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua 
orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli 
waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, 
Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum 
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' ayat, 176)21 

 
Ayat diatas menjelaskan tentang warisan saudara laki-laki dan 

saudara perempuan. Dalam ayat ini dijelaskan secara rinci tentang 

pembagian warisan saudara laki-laki dan perempuan. Saudara 

                                                 
19 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Semarang: CV. Toha putra, 1993), 350 
20 kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.. 
21 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 216. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 

 

perempuan mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila 

tidak mempunyai anak. Sedangkan saudara lakilaki mendapatkan semua 

harta dari seorang wanita apabila tidak mempunyai anak. 

Untuk dua orang saudara perempuan akan mewarisi dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkannya. Pada akhir ayat, Allah menyatakan 

bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan merupakan jalan agar supaya 

tidak tersesat dari jalan kebahagiaan dan sesungguhnya jalan yang 

ditunjukkan Allah adalah jalan yang benar. 

b. Al-Hadi>ts  

Selain terdapat dalam al-Quran, ketentuan hukum kewarisan Islam 

juga terdapat dalam haditst Nabi Muhammad Saw yaitu: 

1) Hadits 

ألَْحِقوُا الفَرَائِضَ بِأھَْلِھَا فمََا بَقِيَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

  )ومسلم رىالبخا ( .فَلأِوْلىَ رَجُلٍ ذكََر

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a ibnu abbas berkata  Nabi S.A.W, 
bersabda: Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan 
dalam al- Qur-an) kepada yang berhak menerimanya dan 
selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki 
yang terdekat”.(H. R. Bukhari–Muslim).22 

2) Hadits  

المُسْلِمُ الكافَِرَ وَلاَ الكَافرُِ  ثلاَ یَرِ  قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللهِ   عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ 

 )البخا رى  (المُسْلِمَ 

 

                                                 
22 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, IV, (Daar Wa Mathba’ Al-Sya’biy, Cairo, t.t), 181.  
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Artinya: Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa 
Rasulullah Saw bersabda,”Seorang muslim tidak mendapat 
warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat 
warisan dari seorang muslim. (HR Buchari)23 

c. Ijma’ 

Ijma’ yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum 

warisan yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadits, sebagai ketentuan 

hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam 

masyarakat, atau kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu 

ketentuan hukum Islam mengenai suatu hal pada suatu masa setelah 

wafatnya Rasulullah Saw.24 

Contoh ijma’ hak menerima waris atas kakek bersama-sama dengan 

anak, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris  

(yakni) anak dan kakek. Kakek ketika tidak ada bapak bisa  

menggantikan  posisinya  dalam penerimaan warisan, sehingga bisa 

menerima  warisan seperenam harta sebagaimana yang diperoleh bapak, 

meski terdapat  anak dari  orang yang meninggal. 

d. Ijtihad 

Ijtihad ialah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi 

yaitu al-qur’an dan hadits kemudian menarik garis hukum daripadanya 

dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari qur’an kemudian 

mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam daripadanya. Juga 

pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria 

sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul 

                                                 
23 Ibid, 200. 
24 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), 311. 
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termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di 

sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau 

ketentuan yang ada.25 

Meskipun al-Qur’an dan al-Sunnah telah memberi ketentuan 

terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal 

masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak 

ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Seperti contoh mengenai 

bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada 

siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan 

ayah dan duda atau janda. 

3. Rukun dan Syarat Waris 

a. Rukun Waris 

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu26: 

1) Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi 

oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula 

disebut al-Muwa>rrits. 

2) Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik 

karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Subchan 

Bashori \ menjelaskan bahwa: Ahli waris atau wa>ritsun (ahli waris laki-

laki) dan wa>ritsa>t (ahli waris perempuan) adalah orang-orang yang 

mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit (muwa<rrits) dan masih 

                                                 
25 M. Idris Lamulyo, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Adi Karya, 1984) ,8. 
26Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Bandung: Citra 

Adityabakti, 1999), 9-10 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 

 

hidup pada saat kematian mayit, meskipun setelah itu ahli waris 

tersebut mati sebelum harta warisan dibagi, dan beragama Islam, serta 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.27 

3) Warisan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 

dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam 

kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan irts, 

mi>rats, tura<ts dan tirka>h. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara 

harta peninggalan dan harta waris. Dalam Pasal 171 butir d Kompilasi 

Hukum Islam dijelaskan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi 

miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta 

waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 butir e Kompilasi 

Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.28 

b. Syarat waris 

1) Matinya pewaris 

Matinya pewaris mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut 

muwa>rits jika dia telah meninggal dunia, baik meninggal dunia hakiki  

(sejati), meninggal dunia menurut putusan hakim, dan meninggal dunia 

                                                 
27 Subchan Bashori, al-faraidh; Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam, (Jakarta: Nusantara 

Puplisher, 2009), 7. 
28 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2000), 4. 
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taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris 

meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli 

waris. Hal demikian disebabkan karena manusia selama ia masih hidup, 

ia masih mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tetap tidak 

berpindah kepada orang lain, maka orang lain tidak boleh 

menggantikannya di dalam pengelolaan hartanya. Tetapi apabila ia 

sudah mati, maka ia tidak bisa sama sekali mengelola hartanya, oleh 

karena itu hartanya dipindahkan kepada ahli warisnya.29 

2) Hidupnya ahli waris 

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal 

dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu sesudah pewaris meninggal 

dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup agar keahlian dan hak 

miliknya terbukti.30 

3) Mengetahui status kewarisan 

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, 

haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-

istri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara baik sekandung, 

sebapak maupun seibu.31 

 

                                                 
29Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut al-Qur’an Dan al-Hadits 

(Bandung: Trigenda Karya, 1995), 46-47 
30 Ibid., 48. 
31Otje Salman Dan Mustafa Haffas, Hukum Waris Islam (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 5 -
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4. Asas-Asas hukum waris Islam 

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang 

disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, hukum Islam mengandung berbagai 

asas yang dalam beberapa hal berlaku dalam hukum kewarisan yang 

bersumber dari akal manusia. Dari berbagai asas hukum kewarisan 

memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam tersebut. 

Adapun asas asas hukum kewarisan Islam ini adalah: 

a. Asas ijbari 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal 

kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha 

dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan 

seperti ini disebut ijba>ri. 

Kata ijb<ari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), 

yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam terminologi 

ilmu kalam, kata ijb<ari mengandung arti paksaan, dalam arti bahwa 

semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas 

kehendak dari hamba tersebut, tetapi itu semua disebabkan atas 

kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut 

aliran Jabariyah.32 Dijalankannya asas ijba>ri dalam hukum kewarisan 

Islam mengandung arti bahwa harta dari seseorang yang telah meninggal 

kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak 

                                                 
32 Syarifuddin Amir, Garis-garis Besar Fiqh,,17 
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Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan 

dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum 

perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan 

pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima dan 

tidak berlaku dengan sendirinya. 

Adanya unsur ijba>ri dalam sistem kewarisan Islam tidak akan 

memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut 

ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang 

ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang yang ditinggalkan 

oleh pewaris. Kewajiban ahli waris hanya sekedar membantu 

membayarkan hutang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan 

tidak berkewajiban melunasi hutang tersebut dengan hartanya sendiri. 

Jadi, asas ijbari mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal 

dengan sendirinya beralih kepada orang yang berhak menerima. Ahli 

waris harus menerima warisan sesuai dengan yang telah ditentukan, 

karena dalam asas ijbari terdapat unsur paksaan. 

b. Asas bilateral 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan 

beralih kepada atau melalui dua arah. Dalam hal ini baik laki-laki 

maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis 

kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. 
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Dalam prinsip bilateral, jenis kelamin bukan merupakan penghalang 

untuk mewaris atau diwarisi.33 

Dasar dari kewarisan bilateral terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 

11, 12, dan 176. Secara umum dalam ayat 7 menegaskan mengenai 

prinsip bilateral, sedangkan ayat 11, 12, dan 176 merinci lebih jauh 

mengenai siapa saja yang dapat mewaris dan berapa besar bagiannya. 

Dari empat ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas bilateral tetap 

berlaku dalam kewarisan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta 

garis ke samping. 

c. Asas individual 

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam 

arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara 

perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa 

terikat oleh ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan 

bahwa setiap insan mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 

menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut a<hliya>t al-

wujub. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut harta 

warisan secara sendiri dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. 

Sifat individual dalam kewarisan terdapat dalam aturan al-Quran 

yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surat An-Nisa’ 

ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun 

perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib 

                                                 
33 Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,5 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dan dengan bagian yang 

telah ditentukan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 

bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau 

sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk 

kepada ketentuan yang berlaku.34 

d. Asas semata akibat kematian 

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada 

orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal 

dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang 

pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang 

masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak 

termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan 

Islam. Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan 

yaitu kewarisan akibat kematian semata yang dalam Hukum Perdata 

atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal 

kewarisan dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup yang 

disebut kewarisan bij testament.35Asas kewarisan ini mempunyai kaitan 

erat dengan asas ijba>ri. Apabila seseorang yang telah memenuhi syarat 

sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dapat menggunakan hartanya 

secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang 

hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia tidak lagi memiliki 

kebebasan tersebut. 

                                                 
34 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, 21-22 
35 Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,6 
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e. Asas keadilan berimbang 

Asas keadilan dalam pembagian harta warisan, secara mendasar dapat 

dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan 

dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria dan wanita pun mendapat hak 

yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas 

disebutkan dalam al-Qur’an surat an- Nisa’ ayat 7 yang menyamakan 

kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. 

Dalam ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa’ secara rinci dijelaskan 

tentang kesamaan dan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-

laki dan perempuan. Adapun jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki 

dan perempuan ialah: Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama 

banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat 

seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, 

sebagaimana dalam ayat 11 surat an-Nisa’. Kedua laki-laki memperoleh 

bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh 

perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak 

perempuan dalam ayat 11 serta saudara laki-laki dan saudara perempuan 

dalam ayat 176. 

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak 

warisan, memang tedapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut 

bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak 

hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris 

tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, 
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dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan 

dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam 

memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap 

keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah 

dalam surat an-Nisa’ ayat 34: 

                 

        

 
Artinya:  “Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan, karena Allah 

telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain 
karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka (QS An-
Nisa’ ayat 34)36 

 
5. Sebab-Sebab Kewarisan 

Menurut hukum kewarisan Islam, tiga hal yang menyebabkan 

seseorang bisa menerima warisan dari orang lain yaitu: 

a. Hubungan kekerabatan 

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah 

hubungan darah atau famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak 

mewaris jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Misalnya, 

antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, 

maka anak tersebut mewarisi dari orang tuanya. Demikian juga 

sebaliknya jika anak yang meninggal dunia. Adanya hubungan 

kekerabatan ditentukan pada saat adanya kelahiran. Seorang anak yang 

dilahirkan dari seorang ibu akan mempunyai hubungan kerabat dengan ibu 
                                                 
36 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 150. 
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yang melahirkan. Hubungan tersebut bersifat alamiah dan berlaku 

semenjak adanya kelahiran. Dengan berlakunya hubungan anak dengan 

ibu, maka dengan sendirinya berlaku pula hubungan kekerabatan antara 

anak dengan orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu tersebut. Dengan 

demikian, secara sederhana terbentuklah hubungan kekerabatan menurut 

garis ibu atau matrilineal. 

Selain mempunyai hubungan kerabat dengan ibu, seorang anak juga 

mempunyai hubungan kerabat dengan seorang bapak apabila dapat 

dipastikan secara hukum bahwa laki-laki tersebut telah menikahi ibunya 

dan yang menyebabkan ibunya hamil serta melahirkan. Dengan kata lain 

hubungan tersebut berlaku secara hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-

laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat 

perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkan.37 

b. Hubungan perkawinan 

Yang dimaksud perkawinan disini ialah akad nikah yang sah yang 

terjadi di antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Jika 

seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi 

harta peninggalan suaminya. Demikian juga sebaliknya jika seorang istri 

meniggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya. 

                                                 
37 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh,175-176 
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Menurut Amir Syarifudin, berlakunya hubungan kewarisan antara 

suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:38 Pertama, antara 

keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Dalam UU No.1 Tahun 

1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan 

menurut masing-masing agamanya. Pasal tersebut menjelaskan 

bahwasanya perkawinan orang-orang yang beragama Islam dianggap sah 

apabila menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah. Pengertian sah 

menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan 

rukun dan syaratnya dan telah terhindar dari segala penghalang. Dengan 

demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah dilaksanakan dan telah 

memenuhi rukun syarat perkawinan serta telah terlepas dari segala 

halangan perkawinan. Ketentuan kedua berkenaan dengan hubungan 

kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan 

istri masih terikat dalam tali perkawinan di saat salah satu pihak 

meninggal dunia. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak 

raj’i masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali 

hubungan kelamin karena hubungan kelamin telah berakhir dengan 

adanya perceraian. Dengan demikian seorang istri masih bisa menerima 

warisan meskipun perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj’i dan 

masih berada dalam masa iddah.39 

 

 

                                                 
38 Ibid, 188-189 
39 Ibid, 190. 
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c. Hubungan wala’ 

Wala’ merupakan hubungan yaitu suatu hubungan yang ditetapkan 

oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk 

hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada 

budaknya. Jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah 

hubungan keluarga yang disebut w>ala~’ul ‘itqi~~. 

Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris 

dari budak yang dimerdekakannya, dengan syarat budak tersebut tidak 

mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kekerabatan 

maupun karena perkawinan. Hubungan wala’ tersebut sebagai imbalan 

dan sebagai perangsang agar orang pada waktu itu memerdekakan budak, 

Rasulullah memberikan hak wala’ kepada yang memerdekakan itu sesuai 

dengan hadits Nabi yang bunyinya; “Hak wala’ adalah untuk orang yang 

memerdekakan”.\ 

Akan tetapi, pada masa sekarang ini sebab kewarisan karena wala' 

sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya hubungan tersebut 

dikarenakan pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak 

ada lagi. 

6. Sistem penggolongan ahli waris  

Sistem kewarisan mengenal beberapa penggolongan ahli waris, baik 

sistem kewarisan perdata, kewarisan adat, maupun kewarisan Islam. 
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Menurut M. Idris Ramulyo ahli waris dibagi dalam beberapa golongan40, 

yaitu: 

a. Menurut ajaran kewarisan bilateral (Hazairin) golongan ahli waris 

terdiri atas: 

1) Dzawil faraid, yakni orang-orang yang menerima harta peninggalan 

tertentu pada waktu tertentu, misalnya ayah memperoleh harta 

peninggalan 1/6 (seperenam) apabila ada anak. 

2) Dzawwul qarabah, yaitu orang-orang yang menerima harta 

peninggalan tidak tertentu dalam waktu tertentu atau atau orang-

orang yang menerima harta terbuka atau mendapat bahagian sisa 

setelah diberikan kepada dzawwul faraid, misalnya anak laki-laki 

menerima harta peninggalan seluruhnya apabila dia mewaris 

sendirian atau berbagi sama banyak atas semua bila dia dua orang 

atau lebih. 

3) Mawali, atau ahli waris pengganti yaitu orang-orang yang menerima 

warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang 

meninggal dunia, misalnya cucu laki-laki atau wanita melalui anak 

laki-laki atau anak wanita mewaris baik dari datuk maupun dari 

neneknya. 

b. Menurut ajaran kewarisan patrilinial (Syafi’i) dikenal pula tiga 

pengelompokan ahli waris yaitu: 

                                                 
40 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 

Menurut Kuhperdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),186-189 
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1) D<zawwi>l furud, yakni orang-orang yang menerima harta 

peninggalan tertentu pada waktu tertentu. bahwa yang dimaksud 

dengan d<zawwi>l furud ialah ahli waris yang telah mempunyai 

bahagian-bahagian yang telah ditentukan dalam Alquran dan 

Hadits Nabi Muhammad Saw. 

2) A<sabah, yaitu sekumpulan orang-orang (laki-laki) yang mewarisi 

harta peninggalan. Pengertian asabah yang semula berarti semua 

anggota laki-laki dalam usbah yang kemudian menimbulkan 

tambahan pengertian asaba>h bil gh>airi~h, yang semula hanya 

a~sa>bah bin-n~afsi. Secara etimologi asabah ialah pembela, penolong 

atau pelindung. Sedang secara terminologi diartikan sebagai ahli 

waris yang berhak menerima sisa harta warisan dengan tidak 

ditentukan bahagiannya.41 Kelompok asabah ini terdiri dari tiga 

macam. Pertama, a<sabah bin-nafsih yaitu orang yang menjadi 

asabah dengan sendirinya secara otomatis, misalnya anak laki-

laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain. Kedua, a<sabah 

bil-ghairih, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan 

yang semula sebagai d<zawwul fara>id, kemudian menjadi “asabah 

karena ada orang lain. Misalnya anak wanita yang mewaris 

bersama anak laki-laki. Ketiga, a~sa>bah ma’al-gha>irih, yaitu orang-

orang yang menerima harta peninggalan yang semula sebagai 

dzawwul faraidh, kemudian menjadi “a~sa>bah ma’al gh>air karena 

                                                 
41 Ibid., 1992:87. 
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mewaris bersama orang lain. Misalnya saudara wanita kandung 

semula berfungsi dan menerima harta peninggalan sebagai 

d<zawwu~l fara>idh mewaris bersama ahli waris lain yang bukan 

asabah. 

3) D<zawwul a~rha>m, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan 

darah dengan pewaris melalui garis wanita. Dalam arti luas ialah 

setiap orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris 

tetapi bukan dz>a~wwul fa>ra~idh dan bukan pula “asabah. Adapun 

bagain warisan yang diperoleh kelompok dzawul arham ini 

menurut M. Ali Hasan bahwa42: Terdapat perbedaan pendapat, ada 

yang tidak membolehkan ada pula yang memperbolehkannya 

untuk memperoleh bagian dari harta warisan. Pendapat pertama 

dimotori antara lain: Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, 

dan Imam Syafi‟, serta Ibnu Hazm. Mereka berpandangan bahwa 

ahli waris dzawwul arham tidak mendapat warisan sama sekali, 

sehingga sekiranya ada orang yang meninggal dunia tanpa 

meninggalkan ahli waris dari kelompok dzawwul furud dan 

asabah, maka harta warisan itu diserahkan sepenuhnya kepada 

baitul mal. Mereka beralasan bahwa di dalam Alquran ayat-ayat 

yang berhubungan dengan warisan tidak disebutkan sama sekali 

bahagian dz<awwul arham, yang disebutkan bahagiannya hanya lah 

dz<awwul furud dan asabah saja. 

                                                 
42 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1997), 162-164 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

Selanjutnya pendapat yang kedua membolehkan dz<awwul 

a~rha>m mendapatkan harta peninggalan. Pandangan ini dianut oleh 

kalangan sahabat antara lain, Ibnu Abbas, Ibnu Mas‟ud, dan Muaz 

bin Jabal. Sementara dari kalangan Imam mazhab didukung oleh 

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasan dari 

pendapat ini ialah bahwa apabila ada orang yang meninggal dunia 

tanpa meninggalkan ahli waris dari kelompok dz<awwul fu~ru>d dan 

~a~sa>bah, maka harta warisan itu diserahkan pada kelompok ahli 

waris dz<awwul a>rha~m, bukan kepada baitul mal karena baitul mal 

sekarang ini sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. 

Menurut M. Idris Ramulyo hukum kewarisan yang paling 

dominan dianut di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi‟i di 

samping Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950. 

Dalam praktek peradilan, tampaknya pendapat pertama 

disebutkan di atas, mayoritas dianut, sehingga dalam dunia 

peradilan khususnya peradilan agama, kelompok dz<awwul a~rha>m 

terutama cucu dari garis keturunan perempuan selalu tersingkir 

untuk memperoleh harta warisan apabila ada ahli waris dari 

kelompok dz<awwul furu>dh dan “a~sh>aba~>h.43 Ketentuan-ketentuan 

dalam KHI menjelaskan mengenai ahli waris yang dapat 

digolongkan kepada beberapa macam dan kelompok.  

                                                 
43 Idris Ramulyo, perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut 

kuhperdata, 2 
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Mukti Arto mengelompokkannya sebagai berikut44: 

a. Dari segi penyebab timbulnya hubungan kewarisan : 

1) Ahli waris na>sabi~ya>h (kekerabatan) Ahli waris na>sa>bi~y>ah ialah 

ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan 

pewaris karena adanya hubungan nasab (darah / keturunan / 

kelahiran). 

Hal ini juga disebut hubungan kekerabatan. Dilihat dari segi 

arah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, maka ahli 

waris nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, 

yaitu: 

a) Furu’ul mayit (keturunan pewaris) adalah keturunan 

pewaris dalam garis lurus (vertikal) ke bawah. Mereka itu 

ialah anak laki-laki, maupun anak perempuan,dan cucu dari 

anak laki-laki,maupun anak perempuan. Dari prioritas 

mewarisi maka anak laki-laki dan anak perempuan menjadi 

ahli waris utama, sedang cucu dan keturunannya menjadi 

ahli waris pengganti orang tuanya yang telah meninggal 

dunia lebih dahulu sebelum pewaris wafat. 

b) Ushulul mayit (orang tua pewaris) adalah orang yang 

menurunkan pewaris atau asal muasal dilahirkannya 

pewaris pada garis lurus (vertikal) keatas. Mereka ini ialah 

ayah, ibu, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, nenek 

                                                 
44 Mukti Arto, Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam, 75-78 
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dari ayah dan seterunsya ke atas, kakek dari ibu dan 

seterusnya ke atas, dan nenek dari ibu dan seterusnya ke 

atas. 

c) Al-Hawasiy (kerabat menyamping), yaitu ahli waris yang 

mempunyai hubungan kerabat menyamping. Mereka itu 

ialah saudara, paman, bibi, dan keturunan mereka masing-

masing. 

2) Ahli waris saba>biyah (perkawinan). 

Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai 

hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya hubungan 

perkawinan dengan pewaris. Mereka itu adalah suami (duda) 

dan isteri (janda). Apabila suami meninggal dunia maka isteri 

(janda)-nya menjadi ahli waris. Demikian pula jika isteri 

meninggal dunia, maka suami (duda)-nya menjadi ahli 

warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti. Ciri-ciri ahli 

waris sababiyah adalah sebagai berikut: 

a) Suami/isteri tidak dapat dihijab (ditutup/dihalangi) oleh 

siapapun dengan hijab hirman. 

b) Suami/isteri tidak dapat menghijab (menutup/ 

menghalangi) kepada siapapun dengan hijab himan karena 

memang tidak ada satupun ahli warisyang dihubungkan 

olenya kepada pewaris. 
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c) Bagian mereka selalu dipengaruhi oleh keberadaan anak 

dengan hijab nuqshan. Apabila ada anak, maka bagian 

mereka berkurang. 

d) Tidak ada ahli waris lain yang dapat mempengaruhi bagian 

mereka dengan hijab muqsham kecuali ahli waris anak. 

e) Mereka (suami dan isteri) tidak mungkin bersama-sama 

menjadi ahli waris yang satu terhadap yang lain sebagai 

duda dan janda. 

f) Apabila tidak ada ahli waris sama sekali, maka duda/janda 

menerima seluruh harta warisan secara radd.45 

b. Dari segi prioritas mewarisi: 

1) Ahli waris utama, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan 

terdekat dengan pewaris, menjadi tanggung jawab utama 

pewaris, keberadaannya dapat mengurangi besarnya bagian 

ahli waris inti dan dapat menutup ahli waris lengkap tetapi 

tidak dapat dihalangi oleh ahli waris yang lain dalam 

pewarisan, serta dapat mewarisi seluruh harta warisan bila 

tidak ada ahli waris inti. Ahli waris utama ini ialah: 

a) Anak laki-laki; 

b) Anak perempuan; 

2) Ahli waris inti,ialah ahli waris yang mempunyai derajat 

pertama dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris yang 

                                                 
45 Ibid., 79. 
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lain. Ahli waris inti antara lain ahli waris utama ditambah 

Ayah, ibu, dan Suami/isteri. 

3) Ahli waris lengkap, ialah ahli waris selengkapnya, baik dari 

nasabiyah maupun sababiyah, yang menerima warisan maupun 

yang tidak, karena hubungan kewarisan dengan pewaris. Ahli 

waris lengkap antara lain semua ahli waris, baik ahli waris 

utama maupun ahli waris lengkap ditambah Kakek, Nenek, 

Saudara, Paman, dan Bibi. 

4) Ahli waris pengganti, yaitu: 

a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali 

mereka yang tersebut dalam pasal 173. 

b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli 

waris yang sederajat dan yang diganti.46 

 
 

B. Sistem Penggunaan Tanah Berdasarkan Perundang-Undangan Yang 

Berlaku di Indonesia.  

1. Hak Milik (HM) 

a. Pengertian dan Sifat Hak Milik Menurut Pasal 20 UUPA yang dimaksud 

dengan Hak Milik adalah: “dalam penggunaan tanah hak turun- 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan 

                                                 
46 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (t.t.p.: Kementrian 

Agama RI , 2011), 66-82.   
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mengingat fungsi sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain”. 

Hak Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat 

dimiliki orang atas tanah. Pemberian sifat berarti bahwa hak tersebut 

merupakan hak “mutlak”, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat 

sebagai Hak milik (Eigendom) hak kepemilikan tanah sejak berlkunya 

UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau 

biasa disingkat UUPA ( undang-undang pokok agraria ) merupakan 

pegangan dan pedoman baru pengaturan penguasaan dan pemilikan hak 

atas tanah.47 

Dengan demikian, maka Hak Milik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut :48 

1) Turun-temurun; 

Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum 

dari seseorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli 

warisnya. 

2) Terkuat; 

Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut yang paling kuat 

diantara Hak-hak atas tanah yang lain. 

3) Terpenuh; 

                                                 
47 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta Liberty, 2000), 

41. 
48Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan 

Permasalahan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), 5-6 
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Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan 

untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. 

4) Dapat beralih dan dialihkan; 

5) Dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan; 

6) Jangka waktu tidak terbatas. 

b. Subyek dan Obyek Hak Milik 

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang dapat 

mempunyai Hak Milik adalah : 

1) Warga Negara Indonesia; 
2) Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui peraturan 

pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang 
dimaksud adalah pp no. 38 tahun 1963 yang meliputi : 

1) bank-bank yang didirikan oleh negara; 
2) perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan 

berdasarkan undang-undang nomor 79 tahun 
3) badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria 

aetelah mendengar menteri agama; 
4) badan hukum sosial. 

 
Sedangkan menurut pasal 21 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa: 

“orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh 

hak milik, karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta 

karena perkawinan, demikian pula warga negara indonesia kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu, di dalam jangka waktu 

satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

kewarganegaraan itu, hak milik tersebut tidak dilepaskan, maka hak 

tersebut hapus karena hukum, dengan ketentuan hak-hak pihak lain 

yang membebaninya tetap berlangsung”. 
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Khusus terhadap kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai dengan 

pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa : “Seseorang yang memiliki 

kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan indonesia dan  

kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan 

hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini”. 

 
Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan 

hak milik adalah hanya warga negara Indonesia tunggal dan badan 

hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. 

2. Terjadinya hak milik 
 

Menurut pasal 22 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa “terjadinya hak 
milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah”. 
sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa selain cara sebagaimana 
diatur dalam ayat (1), hak milik dapat terjadi karena : 

a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

b. ketentuan undang-undang. 
 

Hal ini bertujuan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan kepentingan umum dan negara. hal ini berkaitan dengan 

pasal 5 uupa yang menyatakan bahwa : 

“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
sosialisme indonesia serta dengan peraturan– peraturan yang tercantum 
dalam undang– undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, 
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur–unsur yang bersandar pada 
hukum agama “.49 

 
 
 
 

                                                 
49 Ibid., 7. 
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3. Hapusnya hak milik 
 

Berdasarkan ketentuan pasal 27 UUPA hak milik dapat hapus oleh 
karena sesuatu hal, meliputi ; 
a. Tanahnya jatuh kepada negara oleh karena: 

1) pencabutan hak; (UU No.20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak 
atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya); 

2) penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; (Keppres No.55 Tahun 
1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum) 

3) diterlantarkan; (PP No.36 tahun 1998 tentang penertiban dan 
pendayagunaan tanah terlantar);  

4) ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2). 
b. Tanahnya musnah.50 

 
 

4. Hak guna bangunan  

a. Pengertian hak guna bangunan 

Hak guna bangunan adalah salah satu hak atas tanah yang diatur dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria. pengertian hak guna bangunan diatur 

dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi : “hak guna bangunan adalah hak 

untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang 

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. 

Pernyataan pasal 35 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa 

pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik atas bidang 

tanah dimana bangunan tersebut didirikan.51sehubungan dengan hal 

tersebut, pasal 37 UUPA menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat 

terjadi terhadap tanah negara yang dikarenakan penetapan pemerintah. 

selain itu hak guna bangunan dapat terjadi di atas sebidang tanah hak milik 

yang dikarenakan adanya perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik 

                                                 
50 Ibid., 120. 
51 Ibid., 190. 
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tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna 

bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. hak guna 

bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat 

dijadikan jaminan hutang. dengan demikian, maka sifat dari hak guna 

bangunan adalah:52 

1) hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang 

bukan miliknya sendiri, dalam arti dapat diatas tanah negara ataupun 

tanah milik orang lain. 

2) jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun 

lagi. 

3) dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain; 

4) dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan 

b. Subyek Dan Obyek Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia 

maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. hal tersebut sesuai dengan pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria. pada ayat (2) dijelaskan bahwa: 

“Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan 

tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, 

dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu 

kepada pihak lain yang memenuhi syarat”. ketentuan tersebut berlaku juga 

bagi pihak lain yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak 

                                                 
52 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), 31. 
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memenuhi syarat-syarat tersebut. jika hak guna bangunan yang 

bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut 

maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan 

telah diatur dalam UUPA dan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996 

tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. bila 

melihat pada pasal 37 UUPA, maka dapat dimengerti bahwa hak guna 

bangunan dapat diberikan di atas tanah negara yang didasari penetapan dari 

pemerintah. selain itu hak guna bangunan juga dapat diberikan di atas 

tanah hak milik berdasar pada adanya kesepakatan yang berbentuk otentik 

antara pemilik tanah dengan pihak yang bermaksud menimbulkan atau 

memperoleh hak guna bangunan tersebut. 

Melihat pada ketentuan pasal 21 PP No.40 tahun 1996, maka tanah 

yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara; 

tanah hak pengelolaan; dan tanah hak milik. dengan demikian dapat 

diketahui pula bahwa obyek dari hak guna bangunan adalah tanah negara, 

tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik dari seseorang. ketentuan 

mengenai hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan 

tanah hak pengelolaan, diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 dan 

pasal 23 PP No. 40 tahun 1996, dan pada dasarnya hak guna bangunan yang 

diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan 
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berdasarkan keputusan menteri negara agraria/ kepala BPN, dengan 

memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri negara 

agraria/ kepala BPN No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan 

pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. 

c. Jangka waktu hak guna bangunan 

Berdasarkan ketentuan pasal 35 UUPA, hak guna bangunan diberikan 

dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 

waktu 20 tahun lagi, selain itu hak guna bangunan dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain. 

Mengenai jangka waktu pemberian hak guna bangunan juga diatur 

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1996, pada pasal 25 ayat (1) 

menyebutkan bahwa : ”hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun”. sedangkan pada 

ayat (2) menyatakan bahwa : “sesudah jangka waktu hak guna bangunan 

dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, 

kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna 

bangunan di atas tanah yag sama”. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 29, 

disebutkan bahwa : 

1) hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu 

paling lama 30 tahun. 

2) atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan 

pemegang hak milik, hak guna bangunan atas tanah hak milik dapat 
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diperbaharui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta 

yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak  tersebut wajib 

didaftarkan.53 

Maksud dari ketentuan pasal 25 dan pasal 29 tersebut yaitu bahwa 

hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah hak 

pengelolaan dapat diperpanjang selama 20 tahun kemudian, sedangkan 

hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik tidak dapat 

diperpanjang melainkan hanya diperbaharui setelah berakhirnya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya tersebut. 

adapun syarat-syarat untuk dapat diperpanjang maupun diperbaharui 

hak guna bangunan tersebut antara lain yaitu: 

a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat 

dan tujuan pemberian hak tersebut; 

b. syarat-syarat pemberian hak, dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; 

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; 

d. tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang 

bersangkutan.54 

5. Hapusnya hak guna bangunan 
 

Ketentuan mengenai hapusnya hak guna bangunan di atur dalam pasal 
40 UUPA, yang menyatakan bahwa : “hak guna bangunan hapus karena: 
a. jangka waktunya telah berakhir; 
b. dihentikan sebelum waktu berakhir karena salah satu syarat tidak 

terpenuhi; 
c. dilepaskan oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir; 

                                                 
53 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Yogyakarta Liberty, 2000), 

90. 
54 Ibid., 92. 
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d. dicabut untuk kepentingan umum 
e. tanah tersebut ditelantarkan 
f. tanah itu musnah 
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 

 
Ketentuan pasal 40 UUPA tersebut selanjutnya juga di atur dalam 

pasal 35 PP No. 40 tahun 1996, yang menyebutkan : 

a. hak guna bangunan hapus karena : 
1) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

pemberian atau perpanjangannya; 
2) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka 

waktunya berakhir karena: 
3) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 

dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
12, pasal 13, dan/ atau pasal 14; 

4)  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap; 

5) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir; d. dicabut berdasarkan undang-undang No. 20 
tahun 1961; 

6) ditelantarkan; 
7) tanahnya musnah; 
8) ketentuan pasal 20 ayat (2). 

b. ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya hak guna bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan 
presiden.55 

                                                 
55 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), 69. 


